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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6186); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 354); 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595); 

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 23 K/30/MEM/2018 tanggal 5 

Januari 2018 tentang Penetapan Persentase Minimal 

Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri 

Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 1924 K/30/MEM/2018 

tanggal 7 Agustus 2018 tentang Perubahan atas 

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 23 K/30/MEM/2018; 
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12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 1395 K/30/MEM/2018 

tanggal 9 Maret 2018 tentang Harga Jual Batubara 

Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik 

Indonesia Nomor 1410 K/30/MEM/2018 tanggal 12 

Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 1395 K/30/MEM/2018; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 

1395 K/30/MEM/2018 TENTANG HARGA JUAL BATUBARA 

UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM. 

 

Pasal I 

Ketentuan Diktum KEENAM Keputusan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tanggal 

9 Maret 2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan 

Tenaga Listrik Untuk kepentingan Umum diubah sebagai 

berikut: 

 

KEENAM  : Perusahaan pemegang Izin Usaha 

Pertambangan Operasi Produksi Batubara, 

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi 

Produksi Batubara, dan Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara 

Tahap Operasi Produksi yang telah 

memenuhi persentase minimal penjualan 

batubara untuk kepentingan dalam negeri 

sesuai dengan Keputusan Menteri Energi 
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dan Sumber Daya Mineral mengenai 

Penetapan Persentase Minimal Penjualan 

Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri 

dan memenuhi ketentuan Harga Jual 

Batubara sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, Diktum KEDUA, atau 

Diktum KETIGA, dapat diberikan kenaikan 

jumlah produksi secara bersama sampai 

dengan jumlah produksi nasional 

bertambah sebesar 100 juta ton sepanjang 

memenuhi kaidah teknik pertambangan 

yang baik dan memenuhi kewajiban di 

bidang lingkungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




